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BUPATI KUTAI BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 32 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 

2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KUTAI BARAT  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 
diperlukan pengaturan mengenai Penanganan Dampak 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kampung; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap  penyaluran, penatausahaan, 

pedoman penggunaan Dana Kampung serta penyaluran 
bantuan langsung tunai Kampung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten 

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan  Lembaran Negara   Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
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Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 632); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 500); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.07/2020 

tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke 
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

( COVID-2019) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;  

11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun  2020 
Nomor 16); 

 

     MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 

KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KUTAI BARAT 
TAHUN 2020. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati 
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 
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Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun  2020 Nomor 16) 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut 
Pasal 11 

 

(1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK 
melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
pemotongan Dana Kampung setiap Daerah  dan  

penyaluran  dana  hasil pemotongan Dana 
Kampung ke RKK. 

(3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung 
ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK 

tahap II dilaksanakan tanpa dokumen persyaratan. 

(5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK 
tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima: 

a. Peraturan Kampung tentang APBKam; 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Kampung tahun anggaran 
sebelumnya; 

(6) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus 
Kampung mandiri, Kepala Kampung 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
kepada Bupati dengan ketentuan: 

a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; 

b. tahap II berupa: 

1. Peraturan Kampung mengenai APBKam; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Kampung tahun anggaran 
sebelumnya;  

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b dan huruf c dan ayat (6) huruf b 
angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-

rata persentase capaian keluaran dari seluruh 
kegiatan setiap Kampung. 
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(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, 
uraian keluaran, volume keluaran, cara 

pengadaan, dan capaian keluaran. 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi 

kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat 
menyampaikan perubahan tabel referensi kepada 

Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) mengacu pada peraturan yang 

ditetapkan oleh Menteri yang mengatur urusan 
Dalam Negeri. 

 
2. Ketentuan ayat (1) diubah, serta di antara ayat (1) dan 

ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat 

(1b) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai 
pelaksanaan program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas 

hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta 
penanganan bencana nonalam yang mengancam 

dan/atau menimpa masyarakat secara luas atau 
skala besar sesuai ketentuan Peraturan 
perundang-undangan. 

(1a) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai 
akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran 

penyakit yang mengancam dan/atau menimpa 
warga masyarakat secara luas, meliputi: 

a. pandemi Corona Virus Disease 2019; 

b. pandemi flu burung; 

c. wabah penyakit cholera; dan/atau 

d. penyakit menular lainya. 

(1b) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kegiatan 
dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi 
atas pandemi Corona Virus Disease 2019), antara 

lain berupa: 

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau 

b. jaring pengaman sosial di Kampung. 
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(1c) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1b) huruf a berupa BLT Dana 

Kampung kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Kampung sebagai keluarga penerima 
manfaat. 

(2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 
penggunaan Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan 
peraturan Kampung mengenai APBKam. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai 
Barat. 

 
 

Ditetapkan di Sendawar, 

pada tanggal, 22 September 2020 
 

BUPATI KUTAI BARAT, 

 
  ttd. 

 
              FX. YAPAN 

 

 
 

 
 
 

 
 
Diundangkan di Sendawar, 

pada tanggal, 22 September 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 
      ttd. 

 
                           AYONIUS 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 32. 


